BAB II
TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA MAKAR

rortian dan unsur-unsur tindak pidana maka

Pengertian makar menurut bahasa adalah akal buruk;
perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang, membu-
nuh dan sebagainya.l

Sedangkan makar menurut istilah adalch terdapat di
dalam pasal 87 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan

apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya per
mulaan pelaksanaan scperti dalam pasal 53 KUHP.2

Dengan demikian monurut pengertian pasal 87 KUHP
ini, apabila sudah memenuhi kedua unsur tersebut yaitu
unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan melakukan su-
atu tindok pidone mwekar, sipelaku sudah dapat dipidana.

kemadion dalam hal percobaan dari pasal 53 KUHP,
_ sipembuat belum dapat dipidana cpabila perbuatan pelak-
sanaan tersecbut tidak seclesai bukan karena kchendaknya
sendiri.

Makar dalam pasal 53 KUHP terdapat tiga unsur, un-
sur pertama niat, unsur kedua permulaan pelaksanaan dan
unsur ketiga tidak selesainya pelaksanaan itu discbabkan
bukon karena kehondaknya esendiri. Unsur ketiga inilah di
dalom pasal 87 KUHP tiddk tercantum, akan totapl meski-
pun unsur ketiga ini tidak tercantum,bila sipelaku telah

1WJS. Poerwaderminta, Komus Umum Bahasa Indomesia,
PN. Balai Pustaka, Jakarta, Cet. V, 1976, hal. 56&.'

2I*loe].yr.u;m), Prof. SH, Kitab Undang-Undang Hukum
Pidann, PT. Bimu Aksara, Jakarta, Cet. XIV, hal. Lk.
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memenuhi kedua unsur tersebut dalam pasal 87 KUHP, maka
perbuatan sipelaku dari kejahatan makar sudah dapat di
pidana. Dengan demikian keistimewaan dari pasal 87 KUHP
ini, ialah "pengunduran secara sukarecla sudah dapat di-
pidana™. Walaupun perbuatan tersebut tidak selesai bu-
kan karena kehendak sendiri. Hal ini menunjukkan  pen-
tingnya kepentingan hukum terhadap keamanan negara da-
lam kehidupan bernegara sangat ditckankan.

Sehubungan dengan hal percobaan dalam pasal 53
KUHP yang berkaitan dengan pasal 87 KUHP, untuk 1lebih
jelasnya disini akan kami uraikan mengenail unsur - unsur
dari pasal 53 KUHP yang berbunyil:

1. Perccbaan melakukan ke jahatan dipidama, jika niat
untuvk itu telah ternyata dari adanya permulaan
pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu
bukan semata-mota disebabkan karena kehendak sen-
diri;

2. Maoksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam
hal persobaan dapat dikurangi sepertige;

3. Jika kecjahatan diancam dengan pidana mati, atau
pidana penjara scunuir hidup, di jatuhkan pidana
penjara paling lama lima belas tahun;

L. Pidana tambahan bagl pereobaan adalah sagma dengan
kejahatan selesai.3
Kebanyakan para sarjana be rpendapat bahwa unsur

niat itu sama dengan sengaja dalam scgala tingkatannya/
coraknya. Para sarjana yang berpendapat demikian ontara
lain Simin, Van Hattum, Jonkers dan Van Hamel.Sedangkan
yang tidak setuju dengan pendapat yang luas ialah VOS.
Ia hanya mengartikan secara sempit bahwa niat adalah
sama dengan kcsengajaan, jadi tidak meliputi kesengaja-
an dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemngkinan.

3Ibid, halaman 29.
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Mengenai unsur niat ini, Prof. Mulyatno berpenda-
pat sebagai-berikﬁt:

1. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi
niat secara potensiil dapat berubah menjadi kese-
ngajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuat-
an yang dituju; dalam hal semua perbuatan yang di
perlukan untuk ke jahatan yang telah dilakukan,te-
tapi akibat yang dilarang tidak timbul, maka di

situ niat seratus persen menjadl kesengajaan,sana
kalau menghadapi delik selesal.

2. Tetapi kalau semua belum ditunaikan menjadl per-
buatan maka niat masih ada, oleh karena itu niat
tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, maka isi
nya aiat jangan diambil dari isinya kesengajaan -
apabila kejahatan timbul; untuk ini diperlukan -
pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu ta-
di juga sudah ada sejak niat belum ditunaikan men
jadi perbuatan.h

Dari pendapat a dan b tersebut di atas dapat di-
simpulkan bahwa monurut Prof. Moelyatno, niat dalam de-
1ik percobaan dapat mempunyal dua arti sebagai berikut:
a. Dalam perccbaan selesai, niat sama dengzan ke sengaja-
an; |

b. Dalam hal percobaan tertunda (percobaan terhenti
atau tidak lengkap), niat hanya merupakan unsur me-
lawan hukum yang subyektif. ‘

Menurut hemat penulis ke simpulannya, batwa dikata
kan ada “percobaan selesai™ apabila terdakwa telah me-
lakukan semua perbuatan yang diperlukon untuk terjadi-
nya ke jahatan, totapi akibat yang dilarang tidak  ter-
jadi; '

hBarda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana,Pe-
nerbit Fakultas Hukum Unisula, 1981, hal. 7.
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Misal : A bermaksud membunuh B dengan pistol, piecu (pla-
tuk) pistol telah ditarik, tctapi ternyata pistol terse-
but tidak meletus atau tembakan tidak memenuhi sasaran.
Dalam hal ini menurut Prof. Moeclyatno, niat sudah  ber-
ubah menjadi kesengajacn, karcna telah diwujudkan dalam
bentuk perbuatan. Tetapi apahila dalam contoh di atas,
perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya ke jahatan be-
Jum dilakukan (misal : picu pistol tadi belum  ditarik)
sehingga akibat yang terlarang juga belum ada,maka dalam
hal demikion dikatakan ada "percobaan yang tidak sele-
sai/tertunda’.
Menurut Prof. Moeclyatno, dalam hal ini maka niat yang
belum diwujudkan sebagai perbuatan (belum ditunaikan ke-
luar) masih tetap menjadi niat, yaitu baru merupakan si-
kap batin yang baru mengarah kepada suatu perbuatan yang
melawan hukum.

Dalam unsur permulaan pelaksanaan (begin van uit-
voering)ini merupakan persoalan pokok dalam percobaan,
karena baik secara teori maupun praktek selalu diperscal
kan batas "perbuatan persiapan” dan "perbuatan pelaksa-
naan".

Untuk meme cahkan masalah ini, kebanyakan para sar-
jand menghubungkonuye deingan toori atau dasar-dasar pa-
tut dipidananya persobaan.

Mengenal dasar pemidanaan terhadap percobaan ini, terda-
pat beberapa teori sebagai berikut:

Teori Subyecktif.

Menurut teori ini, dasar patur dipidananya perco-
baan terletak pada sikep batin atau watak yang berbahaya

dari si pembuat. Terutama penganut teori ini ialah Van
Homel dan Jonkers.
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Teori Obycktif.

Menurut teori ini, dasar patut dipidananya perco-

baar terletak poda sifat berbahaya perbuatan yang di

lakukan oleh si pembuat.

"Teori ini terbagl dua, yaitu:

a. Teori obyektif formil, yang menitik beratkan kepada

sifat berbahaya perbuatan itu terhadap tata hukum.
Menurut teori ini, swatu delik merupakan rangkaian
dari perbuatan-perbuatan yang terlarang.
Dengan demikian apabila seorang melakukan perbuatan
percobaan, berarti ia telah melakukan sebagian dari
rangkaian delik yang terlarang itu, ini Dberarti
telah membahayakan (terlanggarnya) tata hukum.Peng-
anutnya antarn lain Zevenbergen dan Puystce.

b. Teori obycktif materiil, yang menitik beratkan pada
sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan
benda hukum. Penganutnya antara lain Simons.

Teori Campuran.

Teori ini melihat dasar patut dipidananya per
cobaan dari dua sezi, ialah:

a. Sikap batin pcmbuat yang berbahaya (sezi subyektif);

b. Dan juga sifat berbahayanya perbuatan (segi  obyck-
tif). Termasuk teori ini ialah: Lengemeyer dan Jon-
kers.?

Dalam uralan sclanjutnya Barda Nawawi Arief me-
ngemukakan pendapat dari Van Homel, mengenai pandangan
atau teori percobaan yang subyektif, mengatakan antara
lain : Balwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan  apa-

bila dilihat dari perbuatan yang tclah ternyata adanya

5Ipid, halaman k.
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kepastian niat untuk melakukan ke jahatan. Jadi yangldi
jadikan ukuran olch Van Hamol ialch, tolah ternyata
adanyn sikap bathin yang jahat dan berbahoya dari sl
pembuat. Ukuran demlkion meuurut Van Homel sesual de-
nzan ajaran hukum i'ddana yang lebih baru yang bertuju-
an momberantas ko jahatan sampal koakar-okarnya.

Sodangkan bertolak dari pandansan  atau  toori
percobaan yang obycktif materiil, darda hawawi  Arief
mongemukakan pendapat dari Simone antara lain:

a. Pada delik formil, porbuatan polaksanaan ada  apa=-
bila tolah dimulai perbuatan yang disebut dalam ru-
musan dolik;

b. Poda delik materiil, perbuatan pelaksanaan ada apa-
bilo tolsh dimulai/dilakukan perbuatan yang menurut
sifatnya langsung dapat mouimbulkan akibat yaug di
larang oleh Undang-undang tanpa memerlukan perbuat-
an laiu.7

Fendapat i'rof. rioolyatno, oH, dapat = dimceukken
dalam golongan ponganut teori campuran. Karona monurut
boliou rumusan delik porcoboan dalam pasal 53 KUHP mo-
ngandung dun inti, yaitu yang subyektif (niat untuk mo
lakukon ko jahatan tertontu) dan obycktif  ( kejahatan
toersobut tclah mulai diloksanakan totapi tidak  scle-
sal). ban peféobaan yang domikion itu monurut  beliau
xnrnpakaﬁ delik berdiri sondiri, sama halnyn donzan
delik soclosol; jadi dasar pomidanaan untuk dolik per-
cobaan adaolah sama dengan dasar pemidannan untuk delik
sclesal,

619;d, halaman 9,
719;d, halaman 9.
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Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang di-
tuju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi  dalam
hal-hal sebagai berikut :

a. Adanya penghalang fisik.

Misal : tidak matinya orang yang ditembak, karena
tangannya disentakkon orang sehingga tembakan menyim-
pang atau pistolnya terlepas. Termasuk juga dalam pe-
ngertian fisik ini ialah apabila adanya kerusakan pa-
da alat digunakan (misal pelurunya macet/tidak mecle-
tus).

b. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak se-
lesainya itu discbabkan karena akan adanya penghalang
fisik. lMisal takut segera ditangkap karena gerak-ge-
riknya untuk membunuh telah diketahui orang lain.

c. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor

ke adaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran.
Misal : daya tahan orang yang ditembak cukup kuat se-
hingza tidak mati atau ditembak bagian yang tidak mem
bahayckan; barang yang akan dicuri terlalu berat wa-
laupun si pencuri telah berusaha mengangkat sekuat te-
naga.

Dalom hal tidak selesainya perbuatan itu karena ke
hendak sendiri, moka dalam hal ini dikatakan ada perngun-
duran diri secara sukarela.

Tidak selesainya perbuatan karenn kehendak sendiri, se-

cara teori dapat dibedakan antara:

a. Pengunduran diri secara sukarela, yaitu tidak menyele
saikan perbuatan pelaksanaan yang diperlulen untuk
delik yang bersangkutan; dan

b. Tindakanr penyesalan, yaitu meskipun perbuatan peclak-
sanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela
menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik terse-
but.
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Misal : Orang memberi racun pada minuman si korban,
tetapl sctelah dimimumnya, ia segera memberi obat
penawar racun sehingga si korban tidak jadi korban.
Sehubungan dengen masalah pengunduran diri secara
sukarela ini, maka merurut M.v.T (Momorie van Toelich -
ting) maksud dicantumkannya unsur ke 3 ini dalam pasal
53 KUHP, ialah:

1. Untuk menjamin supaya orang yang dengan kehendaknya
sendiri secara sukarela mengurungkan ke jahatan yang
telah dimulai tetapi belum terlaksana, tidak dipi-

dana. .

2. Pertimbongan dari cegi kemanfazatan,bchwa.usaha yang
paling tepat (efektif) untuk neiicezah timbulnya ke=
Johatan ialzh menjamin tidak dipidananya orang yang
telah mulai melakukan kejahatan tetapi komudian de-
rgan suka rela mengurungkan pelaksanaannya.

KUllP, memuat dolam buku I bab III "alasan- alasan
yang menghapuskan, mengurangkan dan memberatkan pidana.
Meanurut Prof. Sudarto alusan mengenai penghapusan pida-
na, ialah: "alasan-alosan yang memungkinkan orang yang
melukukzn perovuatan yong mementubi rumusan delik  tidak
dipidana.8

Pengertian makar menurut pasal 110 (1) KUHP ber-
bunyi scbagai berikut: :

(1) Permufakat:n jahat untuk melckukan kejahatan ter-
scbut pasal 104-108 diancam pidana paling lama
enam tahun,

8 : B
Socdarto, Prof. SH, Hukum Pidana, Jilid I°,Sema-

rang, 1975, halaman 49.
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(2) Pidana tersebut berloku juga bagil orang yang de-

(3)

(L)

(5)

ngan maksud mempersiapkan atau memperlancar ke-
jahatan terscbut pasal 104-108;

Ke 1. lencoba menggerakkan orang lain supaya me-
lakukon atau turut serta melakukan meng-
gerakkan orang lain supaya melakukan, me-
nyuruh lakukan atau turut serta melakukan
ke jahatan, atau memberi kesempatan sarana
atau keterangan untuk melakukan ke jahatan.

Ke 2. Mencoba memperolch kesempatan, sarana atau
keterangan untuk melokukan kejahatan bagi

“diri sendiri atau orang lain;

Ke 3. Mempunyai persediaan barang - barang yang
diketahui bahwa gunanya untuk melakukan
ke jahatan;

Ke 4. sempersiapkan atau mempunyai rcncana uatuk
meclaksanakan ke jahatan yang masuknya akan
diberitahukan kepada orang lain;

Ke 5. Mencoba mencegah merintangi atau menggagal

kan tindakan yang diadakan oleh pemerintah
zuna mencegah atau menindas pelaksanaan ke

Jahatan;

barang-barang termasuk dalam ayat 2 ke 3 dapat
dirampas;

Tidak dipidana barong siapa ternyata balwa mak-
sudnya hanya mempersiapkan atau memperlancar per
cobaan ketata negaraan dalam arti umum;

Jika dalam salah satu hal sererti dimoksud dalam
ayat 1 dan 2 pasol ini, kejahatan sungguh 9 ter-
jadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali.

Pasal ini menjamin dipidananya " permufakatan "

jahat untuk melakukan kejahatan dalam pasal 104, 106,
107, 108 KUHP, yang baru merupakan suatu perbuatan da=-
lam tinegkatan persiapan. Sebab permuiakatan jahat (da-
lam pasal 88 KUHP) adalah suatu perbuatan apabila dua
orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan ke jaha-

tane.

9Moclyatno, Prof. SH, Op.e¢it, halaman 52-53.
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Dalam hal ini Prof. Ur. Oemar Seno Adji, SH. ber-
pendapat, bahwa pemidanaan perbuatan dalam pase persia-
pan dapat dibenarkan, jikalau keamanan negara sangat di
bahayakan tanpa menunggu pase berikutnya.lo

Dengan demikian ke simpulan dari pendapat Prof.Dr.
Oemar Seno Adji, SH, menghadapi delik-delik yang memba-
hayakan bagi negara dapat diwujudkan baik dalam bentuk
persiapan, percobaan, maupun pelaksanaan. Karena itu
pula maka suatu "permufakatan jahat" untuk melakukan
perbuatan pembrontakan makar, masih ada dalam pase per-
siapan sudah dikenakan sanksi pidana.

Berbicara tentang delik-delik yang berbahaya bagi
ke selamatan negara, tak dapat kita lepaskan delik-delik
tersebut dalam titel bab I Buku ke II. Karena  Undang-
undang tersebut merupakan perundang-undangan pidana ter
hadap perlindungan terhadap keamanan negara. Bab I Buku
II KUHP, mcngandung hal-hal sebagai pagar untuk melin-
dungi negara terhadap tindak pidana wokar, pemerintahan
Presiden dan Wakil Precsiden.

Dalam pasal 104 KUHP, ada tiga macam tindak pida-
na makar yang ada hubungannya dengan tindak pidana lain.

Tirdak Pidana ke I ada hubungannya dengan tindak
pidana "pembunuhan" pasal 338 KURP, tindak pidana ke 2
ada hubungannya dengan tindak pidana "morampas kemerde-
kaan orang" pasal 333 KUHP, sedangkan tindakan ke 3 ti-
dak ada hubungan dengan tindak pidan2 lainnya, baik di
dalam KUHP scendiri maupun di luar KUHP.

Di dalam tindok pidana ke 1 apabila pembunuhan
jtu dilakuken terhadap orang biasa menurut pasal 53 (1)
KUHP, hukumannya lima belas tahun penjara dikurangi se-
pertiza, akhirnya menjadi sepuluh tamun penjara.Apabila

100 mar Seno Adji, Prof.Dr.SH, Hukum{Acara)pidona
dalam prospektif, Erlangga, Jakarta, hal,
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yang akan dibunuh itu Presiden atau wakil Prcsiden, mes-
kipun perbuatan itu masih merupakan percobaan pasal 53
(1) KUHP, maka perbuatannya sudah merupakan tindak pida-
na yong sudah selcesai, sesuai dengan pasal 104 KUHP.Jadi
kesimpulannya sama dengan Presiden atau Wakil Presiden
selesal dibunuh.,

Mengenai tindak pidana ke 2 dapat dicatat, bahwa
pasal 333 (1) KUHP, mengandung tidak hanya tindak pidana
merampas kemerdekaan orang, melainkan juga tindak pidana
mene ruskan merampas kemerdekaan seseorang. Perbuatan me-
neruskan merampas kemerdekaan sescorang ini tidak dise-
but oleh pasal 104 KUHP, hal mana menycbabkan bahwa apa
bila terjadi perampasan kemerdekaan atas diri  Presiden
" atau Wakil Presiden, diteruskan olech orang lain daripada
sipelaku semula, maka orang lain ini hanya dapat diper-
salahkan melanggar pasal 333 (1) KUHP, (merampas kemer-

dekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan).
Dengan moksimum hukumannya delapan tahun penjara.

Sedangkan mengenai tindak pidana ke 3 dapat dica-

tat pula bahwa perbuatan menjadikan Presiden atau Wakil
Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan,dengan ti-
dak adanya suatu penjelasan dalam pasal 104 KUHP, maka
dapat diartikan sccara luas.
Dalam hal ini akibat tersebut adalah tidak hanya menyang
kut keadaan Presiden atau Wakil Fresiden yang  bersifat
fisik, melainkan juga akibat yang bersifat psychis. Se-
hingga tidak sanggup lagl ia menjalankan pemerintahan,

Mengenal pengertian makar di muka telah kaml sing-
gung, bahwa pengertian makar itu terdapat pada pasal 87
KUHP,

Dari rurusan pasal 87 KUHP tersebut, di atas jelas
teriihat, bahwa unsur-unsur tindak pildana makar ialah:
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1. Ada niat;

2. Ada permulaan pelaksanaan;

Ad.1l. Nhiat.

Dalam pembahasan mengenal unsur-unsur tentang pe-
ngertian makar ini, penulis terlebih dahulu membahas
unsur prertama ialah; "niat". Dimuka telah kami singgung
mengenai unsur niat dari pasal 53 (1) KUHP.Pada prinsip
nya kebanyakan para sarjana berpendapat bahwa unsur
niat itu sama dengan kesengajaan dalam segala tingkat-
annya/coraknya. Para sarjana yang berpendapat demikian
antara lain Simens, Jonkers, Van Hattum, Van Homel. Se-
dangkan yang tidak setuju dengan pendapat  yang  luas
itu, ialah VOO yang hanya wengartikan secara sempit.

#engenal unsur niat Jonkers berpendapat sebagal
berikut: "Bahwa niat atau moksud itu sama dengan kese-
ngajoan dalam scgala tingkatannya/coraknya".ll
Untuk lebih jelasnya apa yang dikemukakan oleh Jonkers

tersebut di atas, di bawah ini kutip sebagian dari pen-
dapat Jonkers antara lain: :

"Seperti dilatakan,istilah-istilah di atas kadang-
kadang dipergunakan oleh undang-undang sebagai gan-
ti istilah "dengan maksud", istilah-istilah itu mem-
punyail arti yang sama seperti "dengan keseugajoan'.
Tetapi terhadap kata mksud (oogmerk) timbul perta-
nyaan apakah dengan kata tidak dimaksud suatu bentuk
ke sengajaan yang lebih scmpit ?.

Contoh, A melempar dalam suatu kereta yang  dinaiki
oleh Gubernur Jendral dan Wakil ketua Raad Van Indie
mksud yang sesungguhnya ditujukan pada  pembumuhan
orang yang terahir ini, tetapi perbuatannya beraki-
bat bahwa Gubernur Jendral juga terbunuh. Apakah da-
pat dikatakan bahwa moksudnya ju§a ditujukan pada Gu
bernur Jendral ? (pasal 105 KUHP),

llJonkcrs, Handbock hed iNederlansch Indisch Stref
recht, terjemahan Gajah Mada, 1962, halaman 89.
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Apabila ditafsirkan mcnurut kata undang-undang maka
jawabannya adalah tidak, tetapi apabila yang diper-
hatikan kenyataannya, maka jawabnya " membenarkan "
pertanyaan ini. Yang berbuat mengetahui bahwa bahwa
perbuatannya mengakibatkan kematian dua orang, se-
hingga meskipun ia tidak menghendaki kematian Guber
nur Jendral, tetapi perbuatannya menyebabkan bahwa
kematian Gubernur Jendral diliputi oleh maksudnyai?

Sedangkan Prof. lMoclyatno mengenai unsur niat
ini berpendapat sebagal berikut: Bahwa niat jangan di
' samakan dengan kecsengajaan, akan tetapi niat juga bisa
secara potensiil dapat merubah menjadi kenyataan apa-
bila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju .

Oleh karena niat tidak sama dengan kesengajaan ,
maka isi niat jangan diambilkan dari isinya kesengaja-
an apabila ke jahatan timbul, scbab untuk diperlukan -
pembuktian tersendiri, bahwa ini yang tertentu tadi
juga sudah ada sejak niat belum ditunaikan jadi perbu-
atan.

Untuk dapat menyimpulkan kedua pendapat tersebut
kami ketengzahkor aliran-aliran mengenai niat atau mak-
sud (oogmacrk).

Ada dua aliran makna maksud atauw niat, yang di-
kemukakan olch Prof. soelyatno scbagail berikut ;13

1. Aliran yang sempit.

Aliran ini menyatakan bahwa jikalau dalam undang
undang dengan jelas ditulis 'dengan maksud™ dan sete-
rusnya, maka disini harus diberi makna yang sempit,ya-
itu maksud (oogmerk) adalah tujuan yang tersekat,bukan
tujuan yang jauh yang semata-mata ditentukan olch do-
rougan terdakwa. llanya ada alasan khusus untuk menyim-
pang dari hal itu barulah ada kemungkinan yang  lebih
luas.

121pid, halaman 89
13400lyatno, Sari Kuliah Hukvm Pidana, Fak.Hukum
Gama, Yogyakarta, 1962, halaman 15.




2. Aliran yang luas.

Aliran ini dikemukaokan olch Pompe yang mengatakan
ada dua kemungkinon untuk menafsirkan moksud (oogmerk)
itu, yaitu kita dapat melihat masalah itu dari sudut
terdakwa sendiri dan menanyakan apa yang sesungguhnya
menjadi  tujuan terdakwa, atau apakah yang monjadi
maksudnya. Atau dapat kita 1lihat dari segi apa yang
sesungguhnya terjadi. Dalam hal kedua ini yang penting
bukan apa yang dibarapkan atau diinginkan dader (pem-
buat), tetapi apa yang benar-benar terjadi.

Dari contoh di atas A hanya bermaksud me mbunuh
wakil ketua Raad van Indie, dan samn sckali tidak mom-
punyai maksud membunuh Gubernur Jendral. Karena dalam
hal ini A mempunyoi perndirian memilih lebih baik ber-
buat dengan ke sanggupan wntuk menanggung rcsiko akan
adanya kemungkinan timbulnya akibat lain, yang sebenar-
nya telah ia ketahui asal tercapai tujuannya dari pada
sama sekali tidak berbuat. Kesimpulannya bahwa meskipun
ia menghendaki kematian Gubernur Jendral itu, akan te-
tapi perbuatannya itu menycbabkan bahwa kematiannya Gu-
bernur Jendral tersebut diliputi pula olch makéudnya.

Dengan demikian ke simpulannya makna "niat atau
maksud™, yang dikemukakan oleh Jonkers tersebut di atas

kalau dihubungkan dengan aliran-aliran tersebut di atas
Jonkers adalah termasuk aliran kedua, yaitu aliran yang

dikemukakan olech Pompe. Karena kematian Gubernur Jen-
dral itu menurut Jonkers adalah meliputi pula oleh mak-
sudnya, yang berarti A dengan sengaja membunuh - Wakil
ketua Raad van Indie disamping membunuh Gubernur.

Ad.2. Ada permulaan pelaksanaan,

Dalam hal unsur permulaan'pelaksanaan dimuka juga
telah kami singgung, namun pasal 53 (1) KUHP, tidak me-




26

negaskan permulaan pelaksanaan, apakah hal itu dituju-
kan kepada maksud atau kepada kejahatan, atau dengan
kata lain, apakah pelaksanaan itu merupakan pelaksana-
an niat atau pelaksamaan ke johatan ?
Dalam hal ini VOS mengatakan sebagai berikut:

Kata pelaksanaan ;tu disebut dua kali dalam pasal 53
(1) KUHP, apabila hanya dilibat yang pertama saja mung
kin ada keragu-raguan, apakah pelaksanaan niat atau
pelaksanaan kejahatan 7. Tetapi kalau melihat perkata-
an pelaksanaan yang kedua berarti pelakcannan ke jahat-
an 1k
Schubungan dengan hal tersebut di atas Jonkers mengata
kan sebagai berikut:

Menmurut ilmu bahasa, perkataan itu berarti "maksud"

sehingga untuk dapat memberikan atas suatu percoba-

an cukuplah bohwa ada permulaan maksud, tetapi dari
keterangan dapat ditarik ke simpulan,bahwa yang di
maksud adalah pclaksanaan kejahatan. Pendapat ini
dapat dibenarkan, karema pasal ini 1lebih lanjut
menyebut lagi pelaksanaoan dan dalam hal ini pasti-
lah yang dimaksud adalah peclaksamaan kejahatan.ls

Uengan demikian pendapat kedua sarjana  tersebut

adalah sama, bahwa permulauan pelaksanaan itu ditujukan
kepada kejahatan, bukan pelaksanaan maksud,
Penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh
Jonkers tersebut di atas, bahwa permulaan pelaksanaan
itu ditujukan kepada kejohatan. .Sebab tanpa adanya mak
sud-maoksud tertentu tiada mungkin ia akan melakukan
permulaan pelaksanaan untuk tujuan kejahatan.

1154, halaman 20.

15Jonkers, Op.cit, halaman 162,
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Pembahasan selanjutnya akan kami bahas mengenai

unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 104,106 dan 107
KUHP, sebagai borikut:

1. Makar terhodap Preciden dan Wokil Presiden, (pasal

104 KUHP).

Pasal 104 KUHP, sebagal pasal pertama dari titel
I Buku ke II bLerbunyi:

Makar dengan maksud membunuh Pre siden atau Wakil
Presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan -
atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, di-
ancam dengan pidana mati atau pidana seumr hidup
atau pidana selama waktu tertentu, baling lama dua
puluh tahuxn,

Dimuka telah kami singgung mengenai pengertian -
makar, bahwa makar ialah berarti "serangan", atau de-
ngan kata lain menurut pasal 104 KUHP, makar sengaja
menyerang dengan adaksud untuk membunuh Presiden atau
Wakil Presiden. Dalam perbuatannya tersebut di atas si
pelaku sudah dapat dipidana, apabila kehendak dari si
pelaku sudah nampek berupa mokar, seperti yang dimak-
sud dalam pasal 53 KUHP, dengan demikian si pelaku da-
pat dikenckan s=anksi pidana.

Makar yang dilakukan dengan tujuan akan nenghi-
langkan nyawa atau kewerdekauan Fresiden atau Wakil Pre
siden Republik Indonesia, atau denganr tujuan menjadi -
kan mercka tidak dapat menjalankan pemerintah sebagai-
mana mostinya, hukumannya adalah hukuman penjara sela-
ma-lamanya dua puluh tahun. Hukuman tersebut oleh pe-
netapan Presiden No. 5 tahun 1959 dinaikkan mnjadi
hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama wak
tu tertentu, paling lama dua puluh tahun, dan minimum
selama satu tahun penjara, jika si pelaku mengetahui
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atau patut harus mengira, bahwa tindak pidana ini akan
menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah,
yaitu: .
l. Melengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya;
2. Menyelenggarakén kecamanan rakyat dan negara;
3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme eko-
nomi dan politik.
Dalam hal pembunuhan terhadap diri Presiden atau
Wakil Presiden juga telah kami singgung di muka, delik
ini berhubungan dengan tindak pidana lainnya, yaitu
"pembunuhan" pasal 338 KUHP, jo pasal 340 KUHP,
Pembunuhanr diatur dalam buku ke II bab XIX KUHP., Ten-
tang ke jahatan terhadap nyawa dari pasal 338 KUHP yang
berbunyi:

Barang siapa sengaja mcrampas nyawa orang lain di
ancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara pa-
ling loma lima belas tahun;

Pasal 340 KUHP.

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahu-
lu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembu-
nuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu
tertentu paling lama dva pulub tahun,l6

Dalam hal pembunuhan ini gpabila mengenal orang

biasa baru ada percobaan dari pasal 53 KUHP, yang ber-
akibat bahwa hukumannya lima belas tahun penjara  di-
kurangi dengan sepertiga menjadi sepuluh tahun penjara.
Maka apabila yang akan dibunuh seorang Presiden atau
Wakil Presiden, maka percobaan dari pasal 53 KUHP, su-
dah merupakan tindak pidana yang sudah selesal dari
pasal 104 KUHP. Jadi sama dengagn apabila . Presiden
atau Wakil Presiden selesai dibunuh. Maka  hukumannya

1640e1yatno, Op.cit, halaman 123.



29

menurut pasal 104 KUHP terhadap si pelaku tersebut de-
ngan "pidang mgti" atau pidana penjara seumur hidup atau
penjara  selamx waktu tertentu paling lama dua puluh
tahun.

Percobaan dari pasal 53 KUHP tidak dikenakan sank-
el atau hukuman apabila sipelaku menghentikan pelaksana-
an kchendaknya dengan secara sukarela. Akan tetapi dalam
percobaan terhadap pasal 104 KUHP, walaupun si pelaku
berhenti ditengah jalan dengan secara sukarela, ia tetap
bersalah melakukan mokar, dan dapat dikenakan sanksi pi-
dana.

Sehubungon dengan tindak pidana "merampas kemerde-
kaan Presiden atou Wakil Presiden", dapat dikaitkan de-
ngan tindak pidana lainnya, ialah "merampas kemerdekaan
orang'" dari pasal 333 KkUhP, berbunyi:

(1) Barang sizpa dengan sengaja dan melawan hukum me-
rampas kemcrdekaan seseorang, atawn mencruskan pe-
rampasan kemerdekoan yong demikian diancam dengan
pidana penjara paling lama delapan tahun;

(2) Jika perbuatan itu mengokibatkan luka - luka berat
maka vang bersalah dikenakan pidana penjara paling
lama sembilan tahun;

(3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara
paling lama dua belas tahun,

(4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku ju-
ga bagl orang yang dengan sengaja memberi tempat
untuk merampas kemerdekaan yang melawan hukum,l7
Dengan dewmikian pasal 333 KUHP, mengandung tidak -

hanya tindak pidana menahan orang, melainkan juga tindak
pidana meneruskan menahan orang. Dan perbuatan menerus-
kan menahan orang ini tidak disebutkan oleh pasal 104
KUHP, hal mana menyebabkan bahwa apabila penahan atas

1
7Moelyatno, Cp.cit, halaman 121.
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diri Presiden atau Wakil Presiden diteruskan oleh orang
lain, dari pada si pelaku semula, maka orang lain hanya
dapat dipersalahkan melanggar pasal 333 KUHP,dengan mak
simum pidananya hanya delapan tahun penjara.

Misal: A dengan sengaja merampas kemerdekaan  Presiden
atau Wakil Presiden. Perampasan tersebut sudah
berjalan beberapa hari lamanya,pada suatu saat
ketika A lengah (lalai) sehingga dapat ditangkap
oleh yang berwajib. Kemudian perampasan diterus-
kan oleh orang lain bernama B, maka B hanya da-

pat dipersalahkan melanggar pasal 333 KUHP, de-
ngan pidana maksimum delapan tahun penjara.

Mengenai tindak pidana makar dengan maksud untuk
menjadikan Presiden atau wakil Presiden tidak maumpu me-
me rintah, menurut pasal 104 KUHP, maka diancam dengan -
pidana mati, atau pidana penjara sewmur hidup, atau pi-
dana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua pu-
luh tahun. Tindak pidana makar untuk menjadikan Presi-
den tidak mampu memerintah, dengan tidak adanya suatu
penjolasan dalam KUHP, maka dapat diartikan secara luas
yaitu dapat berakibat menjadikan keadaan Presiden atau
Wakil Presiden tidak hanya tidak mampu secara  fisik,
melainkan juga secara psychis. Yang dimaksud Presiden
atauw Wokil Presiden tidak mampu memerintah dapat dibagi
dalam dua jenis ialah; '
a. Dari segi fisik;

b. Dari segi psychis.

Ad.a. Dari segi fisik.

Dari segi fisik ini dapat diartikan bahwa dengan
sengaja melumpubkan bagian dari tubuh Presiden,sechingga
peraktis tidak dapat monjalankan roda Pemerintahan.
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Ad.b. Darl segi psychis. ’
Dari segi psychis ini, dengan sengaja membuat Pre-
siden atau Wakil Presiden mecndapat tekanan bathin,sehing
ga tidak mampu menjalankan roda pemerintahan,
2. Makar dengan moksud supaya wilayah negara seluruhnya
atau scbagian jatuh ketangan musuh, (pasal 106 KUHP),

Sengaja kami tidok membahas pasal 105 KUHP, 1lang-

sung membahas pasal 106 KUHP, karena pasal 105 KUHP,yang
mengenai makar untuk "membunuh Gubernur Jendrgl", olech
Undang-undang No. 1 tahun 1964 dihapuskan.

Dalam pasal 106 KUHP, mengenai dengan maksud supa-
ya wilayah seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan musuh
atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah ne-
gara dari yang lain maka diancam dengan pidana penjara
seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu, paling
lama dua puluh tahun.

Pasal 106 KUHP, berbunyi:

Makar dengan maoksud supaya wilayah negara selurubnya
atau sebagian jatuh ketangan musuh, atau dengan mak-
sud untuk nemisahkan sebagian wilayah negara dari
yang lain diancam dengan pidana penjara seumur hidup,
atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling la-
ma dua puluh tahun.

Dari bunyi paszcl tersebut di atas terdapat bebe-
rapa unsur dari pasal 106 KUHP ialah:

1. Makar;

2. Makar dengan maksud supaya wilayah negara secluruhnya
atau sebagian jatuh ketangan musuh; ‘

3. Makar dengan maksud memisahkan sebagian wilayah nega-
ra dari yang lain.

3. Makar untuk monggulingkan Eomerintaggn (pasal 107 K.U
H.P.).
Tindaok pidana makar dalam pasal 107 KUHP ini,dapat
dirumuskan sebagai berikut: makar dilakukan dengan tuju-
an untuk menggulingkan, diancam dengan hukuman penjara
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selama-lamanya lima belas tahun. Sedangkan menurut ayat
2 bagi pemimpin dan pengatur dari tindak pidana ini hu-
kumnnya ditinggikan menjadi maksimum penjara seumur hi
dup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh
tahun. Yengan kemungkinan dapat dijatuhi pidana mati
menurut Undang-undang No. 5 pasal 3 tahun 1959.

, Pasal 107 KUHP, (mengenai penggulingan peme rinta-

han) berbunyi:
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerin-

tohon diancam dengan pidana penjara paling lama
lima belas tahun;

(2} Pemimpin dan pengatur makar tersebut ayat 1 dian-
cam dengan pidana penjara seumur hidup atau pida-
na penjara selama waktu tertentu paling lama dua
puluk tahun.l18

Istilah menggulingkan pemerintohan ini oleh pasal
88 bis KUKP, ditatsirken sebagoi "meniadakan", atau me-
ngubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Une-
dang-undang Dasar 1G45.

Schubungan dengan penggulingan pemerintah ini me-
nurut Prof. Wiryono Prodjodikoro, terdapat dna macam
tindak pidona makar menggulingkan pemerintahan ialah:
1. Menghancurkan bentuk pemerintzhun menurut Undang-un-

danz Dasar 1945;
2. Mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menu-
rut Undang-undang Dasar 1945.19

18
Moelyatno, Op.cit, hal. 63.

19Wiryono Prodjodikoro, dg,cit, hal. 207.
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Kemudian yang dimaksud dengan bentuk pemerintahan
ini dapat kita jumpal dalam Undang-undang Dasar 1945
pada pasal 1 berbunyi:

1. Negara Indonesia negara kesatuan, yang berbentuk
Republik;

2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan
gepenuhnya oleh Majlis Permusyawaratan Rakyat.
Berbicara mengenal pemerintahan, kita harus ber-

pandangan pada Undang-undang Dasar 1945. Di dalam 1Ilmu
Hukum tata negara yang dikatakan pemcrintah itu terdiri
atas:

a. Pemerintah pusat;

b. Pemerintah Dacrah Tingkat I (Propinsi);

¢. Pemerintah Daerah Tingkat II(Kabupaten).

Perlu juga dicatat bahwa hal mengubah bentuk pe~-
merintahan perbuatan ini harus tidak sah, dan tambahan
ini terdapat pada perbuatan menghancurkan bentuk peme-
rintahan dianggap selalu tidak sah. Sedangkan perubahan
bentuk pemerintahan dapat dilakukan secara sah; yaitu -
dengan cara mompergunakan prosedure yang ditetapkan da-
lam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 37 berbunyi:

(1) Untuk mongubah Undang-undang sckurang - kurangnya
2/3 daripada jumlah anggota kajelis Permusyawara-

tan Rakyat harus hadir;

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang - kus
rongnya 2/3 dari pada jumlah- anggota yang hadir?

Mengubah bentuk pemerintahan menurut Undang - un-
dang Dasar 1945, misalnya; menghilangkan adanya Menterl
menterl dan digantikan dengan pejabat-pejabat semacam

2OPringgodigdo, Drs. SH, Tiga Undang-undang Dasar
1972, halaman 25.
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poenaechat-ponaschat dari fresiden atou misalnya smenghi-
langkon Uowan tertimbangan Acung.

Sehubungan dangon pengertian pomerintahan dibawah
ini kami kutip moungenal rumusan, sigpokah yang dimaksud
dengan peserintah itu yong tercantum di dalam konstitu-
8 K.l.S5, sobagal borikut:

Founurut sistim konstituel i.l.C, yanz discbut de-
nran peoorintah itu dirumuskan dengan jolas di dolam

pasal 88 Kis, falahj
l. i'rosiden dan rounteri-monteri bersama-sama morupa-
kan posmerintah;

2, vimanae-mana di dalom konstitusi ini disebut peace

rintoh moka yang dimakeud ialoh, Prosiden dongan
seorang atau beberapa orang monteri, yakni menue

rut tauggung jowab umum mereka.

B, ienzoturan t Jak Pidong »loh dalap

bi dalam RUHP, tindek pidoua makar diatur dalam
buku Il bab i, tentang ko jahatan torhadap koomanon ne-
gorae. iotapi eougonni arti dari mokor itu sendiri teor-
dapat dalam buku I bab 1X, tentang arti beberapa isti-
lah yanz dipakal dolam Undang-undang pasal 87 KUHP tor-
sobut di atas.

Tindak pidana makar yang diatur dalam buku II bab
I toerscbut terdapot dalam:

1. Pasal 104 kUHP ¢ rokar dongnn moksud mombunuh Prosi-
don atau wakil Prosiden,atau dongan
miksud morampas komordekaon atau~ -

mnjadikan merckn tidok mampu momoe-

rintah, diancam dengpn pidana mati

atau pidmm ponjara scumur hidup

atau pidana solamn waktu tertontu,
: paling lama dua puluh tohun,.

2. Pasal 106 KUNP ; sokor dongan moksud supaya wilayah
negara seluruhnya ateu sebagian ja-
tuh kotangan musuh atau dengan make-
sud untuk momisahkon sobaglan wila-
yah uegara dari yang lain, diancam
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dengan penjara seumur hidup atau pi-
dana penjara selama waktu tertentu ,
paling lama dua puluh tahun.

3. Pasal 107 KUHP: Makar dengan mcksud untuk mengguling
kan pemerintahan, diancam dengan pi-
daﬁa penjara paling lama lima Dbelas
tahun,

{2)- Pemimpin dan pengatur makar ter
sgbut ayat 1, diancam dengan
pidana seummr hidup atau pid

penjara selama waktu tertentuf

Di dalam KUHP, tindaok pidana makar diatur dalam
pasal 104 106 dan 107 KUHP. Sedangkan pengertian makar
itu sendiri terdapat dalam buku I bab IX pasal 87 KUHP.

Dalam buku II bab I ada pasal-pasal yang berkait
an dengan tindak pidana makar,‘makar tersebut antara
lain:

Pzosal 128 KUHP, berbunyi:

(1) Dalow hol pemidancen karcna kejahatan tersebut
pasal 104 Jjuga dapat dijatuhkan pidana pencabutan
hak-hok tersebut pasal 35 ke 1 = 5

(2) Valam hal pemidanaan karena ke jahatan te rsebut
pasal 106 - 108, 110 - 125 juga dapat dijatuhkan
pidana pencabutan hak-hak tertentu pasal 35 ke 1;

(3) Dalam hal pemidanaan ke jahatan tersebut pasal 127
yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencaha-
rian yang dijalackan ketika mclakukan  kejahatan
itu, jugza dapat dicabut hak-hak tertentu pasal 35
ke 1 - 4, begitu juza dapat diperintahkan supaya
putusan hakim diunumkan.22
Undang-undang mcmbedakan dua macam hukuman dalam

pasal 10 KUHP, sedangkan yang dimaksud hukuman ialah:
Suatu perasaan tidak emok (sengsara) yang dijatuhkan -
oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melang-

21Moolyatno, Prof. SH, Loc.cit, hal. 63.
22)pid, halaman 70.
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gar Undang-undang Hukum Pidana. Sedang menurut Prof.Dr.

Satjipto Raharjo ialah; bahwa hukuman itu sama dengan
kekerasan. '
Pasal lain yang berkaitan dengan tindak pidana
makar ialah pasal 164 KUHP, yang berbunyi:
Barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk me-
lakukan kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107, 108,
113, 115, 124, 187 dan 187 bis, dan pada saat kejaha
tan masih bisa dicegah, dengan sengaja tidak memberi
kan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, atau
kepada yang terancam, diancam apabila ke jahatan itu
dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu
tahun empat bulan atau denda paling banyak tugaratus
rupiah.24
Menurut bunyi pasal tersebut di atas,berlaku bagi
setiap orang atau siapa saja yang "mengetahui' adanya
"permufakatan” jahat terhadap ke jahatan makar yang ter-
sebut dalam pasal 104, 106, 107 dan seterusnya,yang pa-

da saat kejahatan dapat dicegah, orang tersebut dengan

sengaja tidak memberitahukan kepada pejabat  kehakiman
atau kepolisian atav kepada orang yang terancam,moka ia
diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bu-
lan, dergan catatan apabila ke jahatan itu dilakukan.

Dalam pasal 164 KUHP terdapat keistimewaan, ialah
hanya sckedar "mengetahui tentang adanya ke jahatan"per
mufakatan" terhadap ke johatan makar, sudah dapat dike-
nokan sanksi pidana penjara maksimum satu tahun  empat
bulan.

Pasal 487 KUHP, Jjuga berkaitan dengzan tindak pi-
dana makar pasal 487 KUHP ini berbunyi:

23SutJipto Rahardjo, Pro.Dr.SH, Permasalghan Hu-
kum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978, halaman 15.

2“Moelyatno, Prof. SH, Loc.cit, halaman 78.
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Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131 - 140
ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 341, 342, 388,344,
347, 348, 351, 353, 355, 438, 443, 450, dan 460 bogl
tupun pidana penjara selama waktu tertentu yang di-
gatuhkan memurut pasal 140 ayat kedua dan ketiga,

39, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang
bersalah ketika meclakukan kejohatan, belum lewat 1li-
ma tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau seba-
gian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik
karena salah satu kejJahatan yang diterangkan dalam
pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan
yang dimoksud dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga,
pasal 107 ayat kedua dan ketiga, pasal 108 ayat ke-

dua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau per-
buatan yang menyertail menyebabkan luka~luka atau mo-
ti.25

Bunyi pasal 487 KUHP ini menyebutkan, bahwa pida-
na penjara yang ditentukan dalam pasal 131 KUHP, 'ten-
' tang penyerangan tcrhadap Presiden atau Wakil Presiden®
dan pasal 140 KUHP, "tentang makar terhadap nyawa atau
kemgrdekaan Raja negaru sahabat'", pldananya lima belas
tahun,.

Dalam pacal 131 KUHP inil menyebutkan, bahwa tiap-
tiap penycrangan terhaaap dirdi Pre siden atau Wakil Pre-
siden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalom ke-
tentuan pidana lain yang lebih berat, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima belas tohun. Dengan de-
mikian kesimpulannya ialah, bahwa motif penycrangan ter
hadap Presiden atau Wakil Presiden tersebut hanya meru-
pakan tindak pidana kriminil biasa. Karcna hal ini ber-
kaitan dengan pasal 358 KuiiP’, "tentang dengan  sengaja
turut soerta dalam ponycrangah. Jadi tidak bermotif poli
tik, dan tidak termasuk ketcntuan pidana yang lebih
berat seperti yang tortera dalam pasal 104 KUHP,

<5
Ibid, halaman 160.
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Untuk pasal 104 KUHP, ialah berlaku bagi sescorang
dengan sengaja melakukan makar yong ditujukan terhadap
nyawa Prosiden atau Wakil Presiden,atau kemerdekaan dari
peuwerintah negara sahabat, maka 1a diancam dengan pi-
dana penjara paling lama lima belas tahun. Demikian juga
berlaku bagi pasal 106 KUHP dan pasal 107 KUHP ayat ke 1
dan ke 2, apabila kejahatan yang dilakukan itu menyebab-
kan luka-luka atau mati.

Dalam pasal 107 KUHP, makar yang dilakukan dengan
tujuan untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan
pidana penjara selamanya 1lima belas tahun. Sedangkan
moenurut ayat 2 bagi pemimpin dan pengatur tindak pidana
makar hukumannya ditinggikan menjadi maksimum pidana
penjara seumr hidup,atau sclamn waktu tertontu, paling
lama dua puluh tahun. Dengan kemungkinan dapat dijatuhi
pidana mati menurut Undange-undang No. 5 tohun 1959. Ten-
tang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal
menahan sementara selama 1 tahun tanpa minta perpanjang-
an waktu kepada hakim, dan memperbuat ancaman pidananya
terhadap tindak pidana tertentu.

C. Sanksi pidana torhpdap tindak pidona makar

Dalam membahas sanksi pidana terhadap tindak pida-
na makar ini, perlu dilihat ketontuan-ketentuan yang
terdapat di dalam KUHP dan di luar KUHP.

Di dalam KUHP.
Dalam pasal 10 KUHF, ancaman pidana itu terdiri
atas ‘

a. Pi okok ;
1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denta.




b. Pidana tombahan;
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang~barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hokim,

Sedangkan ancaman terhadap tindak pidana makar di
~dalam KUHP, terdapat di dalam pasal-pasal sebagai ber-
ikut:

Menurut pasal 104 KUHP, ancaman pidana terhadap -
tindak pidana makar, dengan maksud membunuh Pre siden
atau Wakil Presiden atau dengan maksud merampas kemer-
deknan mercka, atau menjadikan mereka tidak mampu meme-
rintah, moka ia diancam dengan hukumon "mati", atau pi-
dana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama
waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun,

Sehubungan dengan ancoman pidana terhadap tindak

pidana mokar ini, kami kutip pendapat dari Dr.Sahetapy,
mengenal tujuan "pemidanaan". Beliou berorentasi pada
pandangan filosofis Pancasila, balwa pemldanaan sebaik-
nya bertujuan "pembebasan'.
Di jolaskun selanjutnya, bahwa mkna pembebasan aeng-
hendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari
alam fikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia ha-
rus pula dibebaskan dari keunyataan sosial dimana ia ter
belenggu.26

Selama ini tujuan pidana dan pemidanaan tidak per
nah dirumskan. Perumusan tujuan ini baru nampak dalam
konsep Rancangan KUHP Nasiomal (1972) Buku I yang diru-
muskan dalam pasal 2 ayat 1, yaitu untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pecngayoman
negara,masyarakat dan pe nduduk ;

26Sahetapy, Pr.SH, Ancamah pidona mati terhadap -
sembunuhan berencang, Disertasi, tahun 1978, hal. 219
dan 319.
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2. Membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota
masyarakat yang berbudi dan berguna;

3. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak
pidana.27

Sedangkan pada ayat 2-nya dinyatakan, bahwa pemi-
danaan "tidak dimaoksudkan untuk monderitakan dan meren-
dahkan martabat manusia.

Memurut Prof. Soedarto, dari rumusan tersebut pa-
sal 2 ayat 1 sub 1 dan dua nampak; bahwa pemberian pida-
na mclihat kemuka. Perumusan tersebut memperlihatkan pe-
ngaruh dari aliran "Defence Sosigle", yaitu suatu aliran
yang merupakan pertumbuhan lanjut dari aliran moderm.

Aliran modern menitik boratkan perhatiannya kepada
orang yang mclakukan tindak pidana, dan pemberian pidana
atau tindakan dimanksud untuk melindungi masyarakat ter-
hadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat. Sedangkan
aliran Defence Sociale secara aktif hendak menghilangkan
bahaya terhadap masyarakat itu dengan menzadakan resosi-
alisasi dari pembuat.2

Kesimpulan FProf. Socdarto di atas terungkap pula
di dalam salah satu keputusan seminar Kriminologi ke 3
tahun 1976 dirumuskan sebagai berikut:

Hulkum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah
satu sarana untuk "sosial defence" dalam arti melindu
ngi masarakat terhadap ke jahatan dengan memperbaiki -
atau memulihkan kembali (rehabilitatie) sipembuat tan
pa mengurangi keseimbangan perorangan (pembuat)  dan
masyarakat.

7
Soedarto, Prof.SH, Hukum dgn Hukum Pidana,Alumni
Bandung, 1977, halaman 97. '

28 ’
Ibid, halaman 58-59. .
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Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas jelas
terlihat bahwa tujuan pidana dan pemidanaan menurut kon
sep Rencanan KUHP Nasional, bertolak dari satu pandangan
filosofis tertentu, yaitu "filsafat pembinaan",walaupun
nampaknya "diganggu" dengan adanya tujuan pidana  pada
ayaot 1 sub 3 di atas.” '

Menurut Prof. Soedarto, dalam pemidanaan  tujuan
yang hendak dicapai secara tradisional ialah "prevensi-
spesial® dan "prevensi-general" (Catatan: Hulsman  me-
nyebutkan pula seobagai tujuan dari pemidanaan; penye-
lesaian konflik, sedang Hoefnagels: mendatangkan da-
mai) .39

Sedangkan Barda Nowawl Arief, mengemukakan penda-

patnya mengenai tujuan pidana atau ancamen pidana  yang
hendak dicapai ialah bahwa tujuan umum dari setiap lang
kah kebijakan kriminil harus terarah pada "perlindungan

masyarakat” untuk tercapail "kebahaglaan warga masyarg -
kat/penduduk” .31

Mosih kita membicarakan masalah pemberian pidana,
dalam hal ini penuiis kutip pandangan dari Prof.Soedar-
' to, mengenai masaloh pemberian pidana itu mempunyail dua
arti: |

a. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pcabentukan

Undang-undang, ialah yang menotapkan stelscl sank

si hukum pidana (pemberian pidana yang abstacto);

29Soedart.o, Prof.SH, Suatu dilema dalam pgmbaharu
on Sistim pidona Indoncsia, PSHM FH Undlp, 1974, hal.3l

3OSoedarto, Op.eit, hal. 88.

3lp.prda Nawawi srief, SH, Mosalgh pemidanpan se-

hubungan dengan perkembangan kriminalitas dan perkemba-

nzan delik-delik khusus dalam masyarakat Modeyrn, oleh
badan penyediaan bahan kuliah Fak Hukum Untog, hal. 10,
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b. Dalam arti kongkrit, ialah yang menyangkut ber-
bagai badan atau jabatan yang ke semuanya mendu-
kung dan melaksanakan stelsel sanksi bukum pida-
na 1tu.32
Bertolak dari uraian yang panjang lebar mengenai

masalah pemberian pidana tersebut di atas, selanjutnya
marilah kita tinjau kembali mengenail ancaman pidana
terhadap tindak pidana makar dalam pasal 104 KUHP,
Pasal 104 KUHP ini sebcnarnya adalah hubungan
dengan tindak pidana lain dari pasal 333 KUHP,mengenai
"pembunuhan" (doocslag). Dalam pasal 338 KUHP,disebut-
kan, bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa
orang lain, diancam karena pembunuhan itu dengan pida-
na penjara paling lama lima belas tahun.
Kemudian apabila delik yang terdapat dalam pasal 104
KUHP ini, bila perbuatan "pembunuhan" tersebut menge -
nai pada orang biasa, maka baru ada percobaan dari pa-
sal 53 KUHP, yang berakibat bahwa hukumannya lima be-
las tahun penjara dikurangi dengan sepertiga men jadi

sepuluh tahun penjara. »

Akan tetapi bila yang akon dibunuh tersebut adalah se-
orang Presiden atau Wakil Presiden, maka percobaan da-
ri pasal 53 KUHP sudah merupakan tindak pidana peumbu-
nuhan yang sudah selesal dari pasal 1U4 KUHP.Jadi sama
dengan apabila Presiden atau Wakil Preslden selesai di
bunuh, maka si pelaku tadi dapat dijatubhi pidana mati,
atou pidana seumur hidup, atau pidana selamn waktu ter
tentu, paling lama dua puluh tahun.

32 i :
Socdarto, Prof.SH, Op.cit, hal. 50.
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Dalam pasal 106 KUHP, makar yong dilakukan dengan
maksud agar supaya wilayah negara seluruhnya atau  se-
bagian jatuh ketangan musuh, maka diancam pidana pen-
jara maksimum seumur hidup, atau pidana penjara selama
waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dengan kemungkinan dapat dijatuhi pidana mati,
me nurut Undang-undang No. 5 tahun 1959. Akan tetapi un-
tuk dapat dijatuhi pidana mati menmurut Undang - undang
No. 5§ tahun 1959, harus memenuhl beberapa syarat, bila
ternyata sescorang telah mengetahui atau patut harus
monduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalang- hala-
ngi terlaksananya program pemerintah.

Syarat-syarat untuk dapat dipidanya seseorang dengan

pidana mati, bila ternyata orang tersebut telah mengha-

lanz-halangi program pemerintah antara lain:

1. NMemperlengkapl sandang pengan rakyat dalam waktu se-
singkat-singkatnya,

2. Menyoelenggarakan keamanan rokyat dan negara;

3. Melanjutkan perjuangan menentang imperalisme ekonomi
dan politik (Irian Barat).>3

Pasal 106 KUHP, ini ada hubungannya dengan pasal
L ke 1 KUHP, karena ancaman pidana yang terdapat dalam
pasal 106 KUHP ini tidak hanya mengancam terhadap scse-
orang yang melakukan makar di Indonesia saja, melainkan
mengancam juga bagi warga negara Indoncsia yang berada
di luar Indonesia, sesual dengan azas personal({nasional
aktif). Azas ini juga berlaku bagi pasal 104, 106 dan
107 KUHP,

3300mar Seno Adji, Prof.'SH, Op.cit, halaman 26.
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Misal: A seorang warga nogora Indonssia be rke dudukan di
Negori Belanda. Pada suwatu hari A besamn temannya
B dan C yang Juga warga negara Indonesia mengnda-
kan permufakatan urtuk memisahkan Daerah  Maluku
Selatan dari wilayah Indonesia, dengan mksud
agar wilayah tersebut Jjatuh ketangan musuh.Dengan
Jjalan menghidupkan kembalil aksi pemberontakan d.eh
RMS, agar berdiri sendiri terpisah dari Republik
Indonesia. Perbuatan A, B dan C tersebut dapat di
Jatuhi pidana mti menurut Undang-undang No. 5
tahun 1959.

Pasal 107 KUHP, dirumuskan sebagni makah yang di
lakukan dengan tujuan untuk menggulingkan pomjrintahan,
maka diancam dengan pidana paling lamn lima belas tahun.
Sedangkan pada ayat ke 2 bagli pemimpin dan pengatur ma-
kar yang tersecbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana
penjara se-umur hidup atau pidana penjara selama waktu
tertentu, paling lama dua puluh tahun, berarti dengan
sendirinya pidamanyn ditinggikan dard pada ayat 1, yang
hanya dapat diancam donzan pidana paling tinggi lima be-
las tahun. ‘

Misal: Peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September
1965, yang kita kenal dengan sebutan G.30.5 PKI.
Mengadakan pemberontakan dengan maksud uituk meng
gulingkan pemerintahan RI yang sah. Pembrontakan
tersebut dipimpin oleh ex Letkol Untunge. Dalam
pembrontakan tersebut jatuhlah beberapa korban
termasuk putra-putra torbalk Indonesia yaitu Jen-
drol A. Yani c¢s. Namun kemudlian para pelakunya
dapat ditangkap termasuk pimpinannya ex Letkol Un
tung yang akhirnya diajukan konuka Mahkamoh Mili-
ter Luar Biasa di Jakarta.
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Kemudian atas keputusan Mahmilub pada tanggal 6
Maret 1966 terdakwa Untwilg dengan tuduhan seba-
gal pengatur makar/pembrontakan daolam peristiwa
G.30.5 PKI oleh Mahkamah terdakwa Untung dija-
tuhi hukuman mati.

pidana subversi

Berbicara mengenal tindak pidana subversi, maka
dapat dikaitkan dengan tindak pidana makar,karena tin
dak pidanc makor adalah merupokan tindak pidana  sub-
versi. Di dalam KUHP tindak pidana subversi tidak di
sebutkan dengan jelas, hanya disinggung mengenal pe-
ngertian makar dalam Buku I Bab IX pasal 87 KUHP, dan
tegpat diaturnya tindak pidana makar terdapat dalam
Buku II bab I, dolam pasal 104, 106 dan 107 KUHP, Se-

dangkan tindak pidans subversi sendiri di atur dalam
Penotapan Presiden No. 11 tahun 1963 tentang pembran-
tasan keglatan Subversi.

Sejok bangsa Indonesia memproklamirkan kemerde~
kaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga dewasa
ini terasa sckali adanya kegiatan-kegiatan  subversi
disegala bidang, baik dibidang politik, militer, so-
sial, ckonomi/keuangan maupun dibidang ko budayaan/
ideologzi, yang bertujuan merongrong mematahkan keckua-
tan dan potcnsi yang dikerahken oleh negara dan bang-
sa Indonecsiz untuk mencapai tujuan revolusi.

Dengan teloh berlakunya kembali Undang - undong
Dasar 1945 dan ditetapkannya Manifesto Folitik Indone
sia tanggal 17 Agustus 1959 scbagal Caris-geris Besar
Haluan Negara, maka baugsa Indorcsia telah mempunyal
pedoman resmi dalam penyelesalun revolusinya.

Tujuan revolusi Indonesiu telah Jelas, islah
Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai wadohyang
berisikan masyarakat adil dan nokmur materiil dan se-
pirituiil (tata tentrum kerja raharja) atau negara
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Kesatuan Republik Indoiesia yang berisikan mnsyarakat
sosinl bordasarkan ajoran PAKCASILA yaitu masyarakat
yang mongonut sistim sosialiszme yang discsunikan  de-
ngan kondisi-kondisi yang khns tordapat di  Indoncsia
scerta porschabatan yang bailk antara Hopublik Indoncw
sin dan somua ilegara di dunia otas dasar kerja sama
mombentuk satu dunia Baru yang bersih dari imporiplis
mo, monuju kepada Pordamaian Dunia yang sempurna.

Gune pengamanan usahae-usaha moncapal tujuan roe-
volusi itu dirasakan perlu sckall adanya suatu  pore-
aturan tentang pembrantasan keglatan-keglatan subver-
si tcraebut.'y*

Lalam Lombaran kegara hepublik Indommein yaitu
tontang Fowe tapan Presiden licpublik Indomesia Ho. 11
tahun 1963, ireesidon kepublik Indomwsic menimbonsg:

a. bolwa kogiatan Subversi morupokan bohaya  bagi
ke solamaten dan kehidupan Bangsa dan Megara yong

soedong berovolusi membentuk masyoraknt Soelalis
Indonesia;

b. Bohwa guna pengamanan usaha-usgha moncapai  tu-
Juan rovoluei porlu adanya peraturan  tentong
pembrantasan ke giatan subversi torsebut;

c. Ualwa pongaturan ini adaloh dalem rangke renge
amanan wsaha spncapal tujuan reveolusi, sehingga

dilokukan dongon peretapan Proeiden, 35

3 one uoden & Imam Maluyo, Foreokopgn tomtang
: - ipasli Monusig Lepennaa‘}:

Jakart.a, 1981, halaman 191.

3%bid, holaman 180,
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Di dalam penjelasan UU. PNPS No. 11 tahun 1963

tentang subversi telah diuraikan antara lain  bahwa
hakekat subversi adalah suatu mnifesto pertentangan;
pertentangan kepentingan-kepentingan yang tidak dapat
dipertemukan ("bijgelegd"), suatu kelanjutan porju-
angan politik dengan morusak kekuatan lawan dengan
cara-carn yang tertutup (covert), sering juga dibare-
ngi atau disusul dengan tindakan kekerasan yang ter-
buka (perang, pcmbrontakan).

Subversi selalu dihubungkan dengan politik dan
merupakan alat wituk mencapai tujuan-tujuan  politik
yang dikehendaki oleh pihak/golongan yang berkopenti-
ngan. .

Memarut Yurisprodensi Mahkamah Agung RI dalam
putusannya No. 89 K/Kr/1969 tanggal 22 Pebruari 1969,
disebutkan bahwa tindak pidana subversi ialah adanya
latar belakang politik yang merupckan wnsur yang sa-
nzat esscensial bogi tindak pldana subversi.

Selanjutnya dikatakan politik selalu menyangkut
tujuan-tujuan dari scluruh masyarakat (public. goals )
dan bukan tujuen pribadi seseorang (privat  goals ).
Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai kelom-
pok termasuk partai politik dan kegiatan orang se-
orang (individu).

Monurut pandangan penulis bahwa tindak  pidana
subversi adalah merupakan keJahatan politik,sedangkan
ke johatan politik itu sendiri menurut Barda Nawawil
Arief dapat dibagi menjadi:

1. a). Kejahaotan politik ynng absolut, ialagh:

Kejahatan monurut sifatmya secara langsung da-
pat ditujukan kepada negara atau susunan ne-
gara (jadi ada tujuan politiknya);
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mjahat;an yanuz monurut suahnym sccara tidak lang-
sung ditujukan kopada nogora atau susunan  nogara
{Jadi ada hubungen dongan ke jahatan politik  yang
abzolut ).

2. al. nejghatan politik yang counpex, iolah:

Ko jahatan ycng berhubungan dongan ko jahatan polie
tike.

ble

hajnhatan politik yang mmpnkan kojah“tan biasa,
misalnya, pombunuhan toerhadap kopala nogam.36

Salah scorang sarjanc darpt mombodokan antara keja-
hatan politik yang absolut donzan koJjahatan politik yang
relotif. tarjano tersebut iolah, STEPHEN SCHAPER di dalam
bukunya yang berjudul ihe Political Uriminal.

Yoanz dimakeud dongan kojahatan politik yong rolatif menu-
rut Stepbon, ialoh "tindgk pidoma oton kelohaton bigeg”.
Jadi momurut Stophen, ke johatan binea termasuk ke Jahatan
politik, hal ini dikomukokan olch ttophen dalam arti lucs.
Momurut Stephon semua ke johatan adalah ko johatan politik,
korena somua larangzan dongon sanksi pidono merupakan per-
linduncan torhadap sistim niloi atau wmoralitas  tartentu
dongan landasan kokuatan sosial yang ada. Jadi dongon apa
punn yong discbut kojohatan di dolom Undaug-undang merupa-
kan hubungan hukum antars negara sobagal suatu pihak do-
ngan onggota masyorokat di pilhok loin. karoma  negaralah
yang menctoepkan perbuatan-porbuctan yang dilarang don di-
porbolehkan. loh karona itu hubungan antara nogara  do-
ngon anggota masyarakat borsifat idoologis kemasyarokatan.
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Sifat politik dari kejahatan-kejahatan blasa ini hanya
kadang-kadang bisa saja menonjol, sehingga menonjol,
sehingga ke jahatan biasa ini dapat dikatakan sebagai
"ke Jahatan politik yang relatif", apabila sifat moclawan
hukum dari ke jahatan sipenjahat ditujukan pada keseluru
han ideologi atau sistim nilai yang berlaku secara sah.

Mengenal tindak pidana politik dapat dicabut
sebagal berikut, bahwa tindak pidana politik adalah me-
rupakan keglatan politik yang sudah tua sckali dan ter-
jadi secara langsung dari perjuangan untuk  memperolch
kekuasaan di dalam negara, termasuk di dalamnya per-
buatan-perbuatan seperti penghasutan, persekongklan ,
penggulingan, pembrontakan dan penghianatan.

Tindak pidana politik tidak hanya melibatkan per-
buatan-perbuatan terhadap pemerintah beserta pe jabat-
pejabat atau aparat-aparatnya, tetapl Juga perbuatan-
perbuatan salah satu atau lalau pada baglian peJjabat
pejabat atau aparat-aparat itu sendiri, seperti misal-
nya korupsi, pemerasan atau penyalah gunaan kekuasaan -
yang dianggap membohayakan susunan negara yang ada, dan
mercka menyimpang dari earis-garis politik negara. Se-
hingga mercka mengancam stabilitas tata ekonomi dan so-
sial yang lebih luas lagi, schingga mempengaruhi stabi-
litas negara secara kcscluruhon. bengan demikian tindak
pidanma politik mencapai atau menyentuh akar-akar keku-
asaan negara, itulah essensi tindak pidana politik yang
tidak semata-mata menimbulkan masalah-masalah hukumn,
tetapl juga mempongaruhi struktur atau atablilitas pe-
nguasa yang adae

Salah satu ke johatan politik yang ada didalam KUHP
ialah ke jahatan terhadap keamanan negara, kejahatan ini
pada hakekatnya merupakan bentuk perighianatan (verraad)
yang secara teori dapat dibagi dalam:



1. Kejahatan terhadap keamanan nezara kedalam:
HOOGVERRAAD atau HOCHVERRAT, ialah penghianatan

yang ditujukan terhadap bentuk pemerintahan dan nega-
ra.

Misal: - Makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden
(pasal 104 KUHP),
- Makar terhadap wilayah negara, (pasal 106
KUHP) .
- Makar terhadap penggulingan pemerintah, (pa-
sal 107 KUHP).

2. Kejghatan terhadap keamanan koluar:
LANDVERRAAD atau LANDESVERRAT, ialah penghiana-

tan yang ditujukan terhadap ke selamatan kcamanan ne-
gara, dapat dibagi dalam:

a. Diplomatischer Landesverrat, (penghianatan negara
dibidang diplomatik).

‘ Misal:

pasal 111 : molakukan hubungan dengan  orang atau
badan diluar negeri, untuk melakukan -
pe rmusuhan terhadap negara;

pasal 121 : berunding dengan negara asing, dongan
sengaja meruglkan negara.

b. Militarischer Landeswerrat, (penghianatan negara

dibidang militor).

Misal: . i

pasal 113 : mengumumkan penyerahan surat-surat m_f_l_
cana rahasia negara yang  berhubungan
dengan pertahanan dan keamanan negara;

pasal 122 @ melanggar aturan dalam masa perang;

pasal 123 : masuk tentara negarc asing uang sedang
akan perang dengan Indonesia;
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pasal 124 i momberi bantuan kepada musuh, monjadi
mato-mata wmusuh;

pasal 126 : momberikan pondokan kepada mata-mataj

musuh; _

dolam masa porang molokukan tipu muse

lihat penyerahan barang-barang koper-

luan angkatane.

pasal 127

v

Valam Landesverrat scoranz militer dapat dipi-
danc olch pasal 127 AUiHP, boagi merckn yang dongon ti-
pu muslihat monzadakan "lovering" barang-barang untuk
kaperluan Angkatan dalam waktu perang. Demikian pula
dalam hal Handesverrat scorang militer dapat dipidana
pula apabila melauggar pasal-pasal yang tordapat da-
lam Landosverrat Uiplomotik, bagi mercka yang membori
kon bantuan kecpada nogara asing tidak melalui pepera-
ngEAale

Sodangkan dalam hal "Ciplomatischer Landosvor-
rat", yang termuat dalam pasal 111 KUHP, dapat dija-
tuhi pidana bagi moroka yang berhubungan denzan orang
atau bodan hukum yang borkedudukan di luar . negeri,
yang tolah disebut di atos dolam pasal 121 KUHP, mome-
borikan sanksi terhadap mereka yang ditugaskan untuk
berunding dongan suatu nogara asing, yong dengan  so-
ngaja morugzikan nogera Indoncsia.

Sedangkan unsur-unsur ke johatan pélitik adalah
sobagal berikut:

1. Poughionatan torhadap Freeiden atau Wokil Presidon

2. Fengbinnatan terhndap wilayah nogara;

3. Penghiannten terhadap pengzulingon po{mrintah;

L. Penghianatan terhadap pembrontokan molawan — pome-
rintah.

37191«:1, halaman 3.
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‘,\dolo i- oA i [ I’ -
QOH’

dalam kojohatan politik, wongonoi unsur terhadap
Fresidon atau woakil i'rcsidon dapat diartikan, bahwe
renghianatan torhadap irosiden atau wsakil Prosiden teor
scbut sclalu dikaitkan deiigan tujuan politik, sohingga
dalam hal iul lalu tiwbul portanyaan, bonarkah  suatu
ke jahatan torhadap {residen atau wokil  Presidon 1itu
sclalu boerkaitan dongan tujuan-tujuen politik 7.
viutuk menjawab pertaunypan torscbut, kanwi kutip ponda-
pat frof. «irjono :rodjodikore, bahwa serancan atau
powbunuhau terhadap soorang Prosideir atou wsakil Prosie-
don solalu beriwbuiigan deugan politik, korcona scorang
rrosidoun adaleh scrupakan fimur dari suatu nogara.38

tenada deugan apa yong dikoemukakan oleh Prof.
cwWiryono todi sonurut penulis boahwa sotiop kojahatan
terhadap Logara solalu berkaitan dongan politik, kare-
i adanya dorongan oloh tujuane-tujuan yang patut die-
hormati.

Ad.2. igu:

Fonghignatan torhadap wilayah negara, dapot di-
artikan puls boabwe ke Jahatan yang dengon maksud untuk
momisahkan wilayah nogara seluruhiya atau sobagian,
agar supayd jatuh ketangau musuh. Lari uraion torscbut
di atas dapat dilihat bahwa obyok torhadap penghianat-
an wilayah nozaro int ponyorangnn-ponycrangnn borhadup
kedaulatan atos daorah nogarae.

38“11-30:@ irodjodikoro, i'rof.ir.SH, e

Zindgk-tindok
Pidong Tertontu di Indoposin, Letaokan ko iII, hal. 205
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Kedaulatan tersebut dapat dirusak dari dua jalan,
atau dua macam cara antara lain, pertama dengan cara
menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebagian Jja-
tuh ketangan musuh atau kepada pemerintah asing, yang
berarti bahwa penyerahan daerah itu (seluruhnya) atau
sebagian jatuh ketangan musuh, misalnya daerah Indone-
sia (seluruhnya) atau scbagian wilayah negara (Kaliman-
tan misalnya) diserahkan kepada pemorintah Belanda. Ke
dua ialah dengan cara memisahkan sebagian dari  daerah
negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu men-
jadi suatu negara yang berdaulat sendiri, misalnya me-
misahkan Acch atau daorah Maluku dari daerah  Republik
Indonesia untuk menjadi negara yang berdiri sendiri.
Perbuatan kejahatan dalam uraian tersebut di atas semua
merupakan "penghiangton terhadap wilayah Ne ",  yang
somata-mata wituk oemisahkan wilayah negare jatuh  ke-
tangan misuh, dan okhirnya dapat me njadi daerah vang
berdaulat sendiri, terpisah dari wllaych Republik Indo-
e sia yang sah.

Ad.3. Penghi

Penghlianatan terhadap penggulingan pomerintah ini
berarti menurut pasal 88 bis KuHP, ditafsirkan scbagei
menghancurkan atau meniadakan atau mengubah secara ti-

dak sah bentuk pemerintahan memurut Undang-undang Lasar.
Adapun yang dimaksud dengan penggulingan pemerintah,ia-
1nh merusak atau mengubah secara tidak sah susunan pe-

me rintah yang berdasarkan pada Undang-undang Dasar Re-
publik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan meru-

sak susunan pemerintah sam dengan meniadakan  susunan
pemerintah, yang lam diganti dengan yang baru.Misalnya
Republik Indonesia digpnti dengan menjadi kerajaan yang
absolut.
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Mengenal penghianatan urmtuk mengubah susunan pe-
morintahan, dapat diartikan tidak mengadakan susunan
pokok pemcrintahan yang lama, akan tetapi hanya meng-
ubah saja. Dengan demikian cara mengubah atau meniada-
kan susunan pemerintahan harus dengan cara tidak sah.
Sebab bila dengan cara atau jalan yang sah, (monurut
saluran-saluran yang ditentukan dalam undang-undang)itu
tidak dilarang.

Perbuatan ke jahatan yang terscbut di atas semuanya me-
rupakan "penghionatan terhadap penzgulingan pemcrintah"
yang scmata-mata penghianatan tersecbut bertujuan untuk
menggulingkan pemerintahan yang sah.

Ad.4. Penzhianatan terhadap pembrontakan melawan peme -
rintah.

Penghianatan terhadap pembrontakan melawan peme -
rintah, ini dapat diartikan sebagal meclawan ke kuasaan
pemerintah yang telah berdiri di Indonesia dengan meng-
angkat senjata. Penghianatan terhadap pemberontakan u
dikatakan ada, bila perlawanan atau serangan dengan
senjata tersebut dilakukan oleh salah satu orang banyak
dalam hubungan organisasi, akan tetapil bila pombrontak-
kan melawan pemerintah terscbut dilakukan olch satu
atau dua orang saja dan tidak dalam hubungan organisasi
terhadap pegawal pemegang kekuasaan pemerintah itu ti-
dak tormasuk dalam suatu perlawanan yang diancam dengan
hukuman yang terdapat dalam pasal 212 KUHP,mengenai me-
lawan terhadap soorang pejabat yang‘sedang menjalankan
tugasnya dengan sah. :

Kemudian mengenai perlawanan itu sendiri harus di

tujukan kepada kekuasaan pemerintah yang sah, misalnya
ditujukan kepada para pejabat militer, pejabat pemerin-
tah daerah, pejubat polisi, atau kepada pejabat peme -
gang kekuasaan pemerintah setempat. Perbuatan penghiana
tan tersebut menurut pasal 108 KUHP, dapat di jatuhi
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sanksi pidana maksumum lima belas tahun penjara,hukuman

mana dapat dimnikkan menjadi pidana seumur hidup, atau
selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun,bagi
pemimpin dan pengatur pembrontakan tersebut, bahkan
dengan kemungkinan dapat dijatuhi hukuman mati menurut
Undang-undang No. 5 tahun 1959. Perbuatan penghianatan
terhadap pembrontakan melawan pemerintah tersebut di
atas adalah semata-mata urtuk menggulingkan pemerintah
dengan latar belakang politik.

Pengertian tindak pidana subversi itu sendiri
telah torcantum dalam penctapan Presiden No. 11 tahun
1963 adalah sebagai berikut: Pasal 1 ayat 1.

Dipersalahkan melakukan tindak pidana subversi:

1. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan dengan
maksud atau nyata - nyata dengan maksud atau yang
diketahuinya atau patut diketahuinya dapat:

a. memutar balikkan, mcrong-rong atau menycleweng
kan ideologie Negara Pancasila atau haluan
negara, atau

b. Menggullingkan, merusak atau merong-rong kokua-
saan negara ataun koewibawaan Pemerintah yang
gah atau Aparatur Negara atau

c. sMonycbarkan rasa permusuhan atau monimbulkan
permusahan perpecahan, pertentangan,kckacauan,
kegoncangan atau kegelisahan diantara kalangan
penduduk ataw masyarckat yang bersifat luas
etou diantara Negara Repubiik Indonesia dengan
suatu negara sahabat, atau

d. kengganggu, menghambat atau mengacoukan  bagi
industri, produksi, distribusi, perdagongan,ko
perasi atau pengangkutan yang diselenggarakan
olch pemerintah, atau berdasarkan keputusan Pe

merintah, atau yang mompunyai pengaruh luas
torhadap hajat hidup rakyat;
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3.

ko
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Barang eicpa selakukan sesuatu perbuatan atau koglate
oen yang wouyatakan ciopati bagl musuh legara  iopu-
blik Judomseia atau nogara yang scdang tidok bersahg-
bat donzan kegara hopublik Indonesia;
Beraong sicpa molakukan pengrusakan atau jpenghancuran
banguman yang mempunyal fungsi untuk kepentingan umum
atau cilik porscorangan atau badan yeng dilakukan so-
cara luas;
Barang siapa molakukan kegiotan math-mata;
Barang siapa amolakukan sabotaso.39

Jadi unsur-unsur tindok pldans yang harus dipenuhi

dalam tindak pidana subversi ialah:

1.
2.
3.

be

Barang siapa;

Molakukan suatu perbuatol;

Bonman wmoksud, atan nyata-nyata dongan moksud, atau
yang dikotahuinya, atau patut diketahuinya.

Dapat:

a. seautar balikkan:
- EOrong-roung, atau
- nnr@nlowongknn idoolozi liogara Yancasila atau
Holuan Regara, atau
b. songzulingkan:
- morusak, atau
- perong~rong kokuasaan mnegara atau kewibawaan
Pemorintsh yang sah atau Aparatur Negara, atau
c. Honyobarkan rasa pormusuhan, ataou wenimbulkan . rasa
permusuhan, porpecshan, portentongan atau kogeli-
sohan diantara kalangan penduduk atau masyarakat
yang bersifot luas atau diantare kegara Ropublik
Iudonesia dongon suatu negara sahobut.

. ,
j)zions Kloden & Imam ¥plujo, Op.cit, halaman 181,
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5. Yang melakukan:
- menyuruh melakukan atau
- turut serta melakukan (pasal 55 (1) ke 1 KUHP).

Ad.l. Unsur barang sigpa.

Yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hal ini
adalah manusia/orang yang merupakan unsur terpenting
dalam setlap aturan perundang-undangan karena sotiap
aturan dimaksudkan oleh pembuat Undang-undang adalah
untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia/orang, dus
tidak mungkin ditujukan untuk selain manusia.

Ad.2. "Melakukanu sesuatu pcrbuatan®.
‘ Sebagaimana yang telah dianut baik oleh doctrine

maupun Yurisprodensi, dalam kctontuan Undang-undang ini
"perbuatan" mempunyai arti dan pengertian yang sangat

luas, sehingga pengertian "perbuatan" dapat berupa per-

buatan apapun asalkan perbuatan maimusia.

Apabila di dalam Ilmu Hukum Pidana membedakan an-
tara perbuatan peloksanaan, oleh karena Undang - undang
No. 11/PNPS/1963 tontang Pembrantasan keglatan subversi
dalam segala bentuk dan monifestasinya, maka ~ penulis
berpendapat balwa "perbuatan'" disini scncakup pula se-
.mua perbuatan persigpan yang mendahulul perbuatan pelak
sanaan.

Dalam Undang-undang subversi, dengan perbuatan
porsiapan saja, unsur ini tcloh dapat dlanggap  terpo-
nubi, apalagi apabila telah ada perbuatan pplaksanaan.

Ad.3. Dengan moksud ata a-nygta dengan mnks

yong diketahuinyg atau patut diketahuinyg.

Bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah
bentuk-beutuk ke secngajaan.
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palwa donzan dirumuskannya dengan kalimat atau
balw asanya unsur torsobut borsgifat sltormatif tidaok -
boreifat komulatif artinyn salah eatu unsur kesongaja
an tersebut sudah cukup untuk terbukti adanya  unsur
kesengajoan; dalam unsur-unsur torsebut torkandung di
dalomnuya bontuk-bontuk psycologic soupun normatif,

bongan moksud atau nyatoa-nyata dengan maksud,di
kotahuinya atau patut diketahuinya, sesustu perbuatan
menzondung keempat unsur tersebut, walaupun tidak ke-
cmpat-cmpatiiya harus torbukti,
. Adede "bgopt™

2. memutar balikkan, morong=rong esceeeess dste

be mongzulinzkan, mMrusak, ecseveescsvcecses date

¢e. ponyobarkan rmea permsuhan, secesscese dst,

hato-kats "dapat" pada unsur koempat mmmbe dakan
dongan katz “musti/horus", artinya kata "dapot"  ke-
balikan dari pada keharusan artinyna tidak horus  tor-
jadi; balwa unsur torsebut tidak horus terjadi  ter-
hadap akibetnya.

bohwo undang=undang torscbut dimaksudkon umtuk
melindungi negare dari pada rongeroungan daripada por-
buaten-porbustan yaug akan memutar balikkan, mrong-
rong atau monyoclewengkai ideologi nogara Pancaeila
atau holuau uogora ,
honggulinzgkon, sorusak atau moroug-rong kekuasaan ko-
gara atou kewibawaan Pemeriutah yong sah atau  aparae
tur nogaraj; |
tenyebarkan rosa pormusihan, perpecahan, pertontangan

dan scbagainya. Justru sebagal perlindungan tereebut,
akibat dari pada porbuatan-perbuatan sangat tidok di-

kohondaki, schingsn unsure-unsur dapat momutar balike
kan dan sctorusnya; songsulingkan dan sotarusnyaj mo-
nysbarkan rasa permusuhan dan scterusnya sangat tidak
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dikehendaki oleh Undang-undang tersebut, untuk terlaksa-

nanya, schingga manakala dapat menimbulkan saja sedemi-

kian itu telah terpenuhi unsur tersebut.

Bahwa unsur-unsur sesudah pengertian dapat, ber-
sifat alternntif dengan adanya tanda koma kata '"atau'
berarti masing-masing borsifat alternatif; unsur terkan-
dung dalam huruf a atau b atau huruf ¢ tersebut di atas,
sedangkan huruf a sendiri terdiri dari beberapa unsur
yang bersifut alternatif pula,dewikion b dan ¢, sehingga
sedemikian luasnya unsur yang tersebut satu unsur pada
huruf a saja atau satu unsur b saja, atau unsur huruf ¢
saja, sudah memenuhi unsur ketentuan UU (PNPS) terscbut.

Dengan memperhatikan rumisan delik subversl seper-
ti tersebut dalam pasal 1 ayat (1) 1 d dan angka 3,Jjelas
lah bahwa: ’

a. Kata-kata "dapat" bisa meulmbulkan  konsckwensi yang
sangat luas, dimana walaupun perbuatan itu belum lagi
menimbulkan akibat umum, dengan adanyn kata-kata "da-
pat" maka pcrbuatan itu sudah merupakan tindak pidana
subversi.

b. Dengan hanya melakukan perbuatan - perbuatan seperti
terscbut dalam rumusan di atas maka telah dapat di-
golongkan pada perbuatan subversi hal mana sangat
mongerikan dan monakutkan.“o

L. Ancamsn pidoaua terhadap tindak pidong subversi

Dalam membahas ancaman pidana terhadap tindak pi-
dana subversi ini, sebenaruya telah penulis terangkan di
muka yaitu mengenal sanksi pidana terhadap tindak pidana
mokar yang menurut pasal 104 KUHP, diancam dengan pidana
"matit. Begitu Jjuga ancaman tprhadap tindak pidand sub-

kOrpid, hal. 12.
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vorsi yang smcenurut Fenotapan Presiden Hepublik Indonesia
Ko. 11 tahun 1963 pasal 13 aycet 1 dan 2 yang berbunyi:

l. Barang siapa welakukon tindak pidama subversi yoang
dimaksudkan dalza paeal ) ayet 1 angka 1, 2, 3, &,
dan ayat 2 dipidanc denzan pidana mati,pidam pen-
jera ecumur hidup atau penjara soloama-lamanya 20
tahule.

2. Barang siapa mclakukan tindak pldana subversi yang
dimaksudkan dalem pasal 1 ayct 2 anzka 5 dipldana
wati dengan penjarn scumur hidup atou pidant pone
jara sclama-lamanya 28 tahun dan atoun donda scting
si-tingginya 3U Juta rupiah.il

Jadi jelas balwa aucaman pidana terhadap timd ok

pidamn subversi monurut ienpres Ri lo. 11 tahun 1963ayat |

1 dan 2 torsebut muksimal adolah "pidaun mati®.

Sengaje ponulis porgunakon istilah "pidana" bukan
"hukuman" karcna ponulis memang sopendapat dongan Frof.
Moo lyatino, i,
lstilah ini labir seccara apriotis tidak loin momong ka=-
rera akibat adanya scbutan (Babasa belanda) "Strafrecht”
adalch mworupakan hal yang tak dopet disangkal lazi, so-
suai dongon fokta yang ada, bahwa oloh paru cerdik pone
dai, khususnyz oloh para ghli hukum telah diakul bahwa
~ “Hukum pidana” ialah satu-sotunya salinan untuk  sobutan
di atas. iMalohan mongonai salinan ini oleh Prof.cicclyat-
no, o4 agak dikomontari, yaitu bohwa "hukum® adalah sa-
linan dari “Hocht"” sedanz "lidana™ adalah salinenr  dert
ngtraf”. apabila "strof" disalin dengpn hukum, maka ton-
tunya "Strufrecht” harus disalin dongan "hukus-hukusan®,
tidak seperti yang dipakat hingga szat ind, yaitu "Hukum
Pidena® tadi.

" Pidana eejonls ini scbounarnye disocbagian bosar ne-
gara didunia ini telah ditinggalkon, bahkan ada Jugayng
sudoh dihapuskan dari kitab Undang-undangnyn. Sehingga

Al .
Ibid, hwlamen 187.

v
7
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orang dapat menyatakan bahwa kebanyakan Negara, bila di-
tinjau dari aspek Cultuur historisnya saja, masalah pi-
dana mati ini hanya mempunyai arti. Adapun negara-negara
yang telah menghapus pidana mati antara lain:

1. Nederland(1870)

2. Italia  (1890)

3. Peru (1895)

4. Norwegla (1902)

5. Denmark dan New Zealand (1944).

Namun demikian maosalah ini masih saja merupakan
suatu problema dalam bidang hukum pidana. Bahkan kadang-
kadang merupakan masalah yang sangat menarik dan sangat
penting. Sebab kadang-kadang disann-sini dipenjuru dunia
ini terdengar permintaan-permintaan untuk dikembalikan-
nya pldana semacam ini. Malohan mungkin ada yang ingin
dimasukkannya kembali kedalaom Kitab Undang-undangnya.
Jadi sekall lagi pada prinsipnya tordapat pro dan kontra
terhadap adanya pidana matl ini.

Sebaliknya bertalion dengan penghanpusan pidana ma-
ti ini demi untuk lengkapnya, maka perlu penulis sodor-
kan Nogara-negara mam saja yang hinggoa dewasa ini masih
mompe rtahankan pidana jenis ini dengan glglhnya, antara
lain:

1. Indomccsia

2. Singnpura

3. Amprika Serikat

L. Pilipina

5. Afrika

6. Medina. | | i‘

Di Indonesia berlangsung kira-kira sampai tahun
1965 (menjelang G.30.5.). Kemudian setelah terjadi G.30.S
untuk melaksanakon Keputusan Mahmilub (Mahkamnh Militer
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Luar Biasa) dengan berdasarkan Pen.Pres.RI No. 2 tahun
1964 tersebut telah ada beberapa anggota grombolan{gem
bong~-gombong) G.30.5. inl yang tolah menjalani pidana
mati.

Diantaranya yang sangat populair ialah.

1. Ngadimo {ex Lettu)

2. Sujono (ex Mayor Udara)

3. Malyono {ex Mayor)

L. Untung (ex Letkol).

No. 1, 2 dan 4 dikenal sebagal pelaksana-pclaksana"Tra
godi Lobang buaya" sedang No. 3 dikenol sebagai arsi-
tek Gestapu/PKI Yogyakarta. Menurut Berita, ke 3 orang
itu (no. 1, 2 dan 4) telah menjalani pidana motinya di
sebuzh tempat dokat bandung pada minggu terakhir OSep-
toember 1967 yang telah lalu.

Keempat orang (terpidana) tersebut sebagnimana kita ke
tahul borsama, telah ditolak grasinya oleh Pj.Precsiden
(sokarana Presiden) Jenderal Suharto.

C. Ruang Lingkup dan sasaran fubversi
Tindak pidana subversi yang tercantum dalam Un-
dang-undang No. 1l tohun 1965 tersebut mempunyai ruang
lingkup yang sangat luas sekali sebagal mana diterang-
kan dalam pasal 1 ayat 1 Pen. Pres. RI No.ll tahunl963
adalzah sebagal berikut:
1. Memutar balikkan, merong-rong atau menyelewsngkan
ideologl Negara Pancasila atau Haluan Hegara, atau
2. Menggulingkan, me rusak atau merong=-rong kekuasaan -
' pegara atau kewibawaan Pemorintah yang sah atau Apa
ratur Negera ataw
3. Menyebarkan rasa pe rmasuhan atau menimbulkan pe rmi-
guhan, perpecahan, pertcntan@an, kekacawan, kogon-
cangan atau kegelisahan diantara kalangan penduduk
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atou masyarakat yalig borsifat luns atou dientarc lo-
sara kKepublik landonesia dongan suatu megara asahabat,
atau .

4e Fongganggu, monghombat atau mengacaukan bagi' Induse
' tri, produksi, ditribusi, pordagnngan, koperasi atau
pengangkutan yang diselenggarakan oleh  Pemorintah,
atau berdasarkon keputusan Femorintahan, atau  yang
mompunyai pengarub luas terhadap hajat hidup  manue
sia.
vemikianloh wounarut pendapat Asbdul manaf, CH, so-
orang Hakim di Femgndilan hkegeri Lurabayz.
Sedangkan sasarcn dart kebiat.an subversi  adalsh
Femerintah ‘yang sahe <
borbicara songenai pomerintahan, kite harus bore
paudangan pade vudang-undapng Dasar 1945. DL dolam  Ilou
liukam tats negera yeng dikatakon pemorintah itu tordiri
atas:
. Pomorintah Fusat;
b. Pemerintah bDaserah Tingket 1 (Propinsi);
¢c. Pomorintah bDaorah Tiugkat 1i (acbupaton).

id.a. Pomorpintoh Pusat.

Pemrintah pusat ini dikepalat langaung oloch Pro-
siden yang dibantu olech searang wakil Prosidon.Prosidon
menbawahi porn dentori-menteri eebagal pembantu Presi-

dou, dan pare montori-senteori tersobut bertangguung Jjae-
wab kepada Vrosidon. PYemerintah pusat bertndudukan di

lbu hot‘.a Jakax‘t.a

2 . i

b Hasil wewancara dengan Abdul Homaf, SH, sooraung
Hakim di Fongadilan kegori Surabaya, tanggal 29 Cktober
1985,



Ad.b. Femerintoh bogrgph Tinzkat I (Propinsi).

' Pomorintah bDoerch Tingkot 1 ini  dikepalai oleh
socorang Gubornur, yang smembowahi para Bupati/Wali Kota.
Pamoyintoh Daerah 7ingket I ini berkeduduken di Ibu
Eota PFropinsi. ledangkan para Bupati/wali Kota tidak
bortanzgung jawab kepada Gubornur, hanya gaja ia eoba-
gail pembantu JGubormur.

Pomorintah bLoerah Tingkat II ini dikepalai olch’
seorang bupati/wall Kota, yong mombawahi para camat don
Wodann. Fomorintah Loerah Tingkat Il ini  borkedudukan
- di Kabupaten. |

Hepurut hemat penulis suatu boutuk pemerintoh itu
tidak dapat dihancurkan. ioka untuk dapat meabe dakonnya
dari macam tindak pidona dalam rongka menggulingkon Fo-
serintoh memuruwt pendupet dari Prof.Wiryono Prodjodiko-
ro, terdapat dua macam tindok pidana dalaa rangka song-
gulingkan Femerintahau ialahs
1. Hemghancurkan boutuk peoworintahon onurk Undang-un-

dong Dasar 1945;
2. Mengubah secara tidok sah bont.uk pnmrimnhan B2 NU-
. put Undungeundang Dasar 1945.%

Celanjutnys untuk dapat wmbadakmmyn dard wmocam
tirdok pidons ko 2 scuurut pendspat Prof.wiryouo  tor-
sobut di atas, harus borarti tidaok memgubah, melainknn
monughopuskan sama sckali bentuk pomorintahan monurut
Undang-undang Dasar 1945. Yan digontikan dengan  bontuk
yang lain soma scknll scporti misalnya:

Bentuk Rorublik menjadi bentuk Kerajoanm, atau kongkrit-
nyn monghapus sama sekall Undang-undang Dasar dan eong-
gantinyn dengan suatu Undange-undang yaug baru.

L3

¥iryono Frodjodikoro, Prof., Ups.cit, Wl. 207.
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Perlu dicabut pula bahwa dalam hal mengubah ben-
tuk pemerintahan, perbuatan ini harus tidak sah, dan
tambahan ini terdapat pada perbuatan menghancufkan
bentuk pemerintahan. Hal ini dapat diartikan bahwa per-
buatan menghancurkan bentuk pemerintahan dianggap se-
lalu tidak sah. Sedangkan perubahan bentuk pemerintahan
dapat dilakukan secara sah; yaitu dengan cara mempergu-
nakan prosedurc yang ditetapkan dalam Undang - Undang
Dasar 1945 pada pasal 37 berbunyi:

1. Untuk mengubah Undang-undang sekurang - kurangnya

2/3 dari pada jumlah anggota Majells Permusyawa-
ratan Rakyat harus hadir;

2. Putusm diambil dengan persetujvan sekurang - ku-
rangnya 2/3 dari paﬁa jumlah anggota yang hadir A

Mengubah bentuk pemerintahan menurut Undang-un-
dang Dasar 1945, misalnya; menghilongkan adanya menteri
menteri dan digantikon dengen pejabat-pejabat scmacam
penasehat-penaschat dari fresiden atau misalnya menghi-
langkan Dewan Pertimbangan Azunge.

Sehubungan dengan pehgertian pemerintahan dibawah
ini kami kutip pasai-pasal dari tign Undang-undang Da-
sar, agar nantinya terjawab akan pertanyaan mengenal
apa dan siapakah pemerintah ituw 7
Pemerintahan berarti "fungsil¥.

Sedangkan nemerintah berarti "erang yang menjalan
kdn fungsi itu".

Untuk melcnzkapi pembahasan mcn"onai siapakah yang
dimaksud dengan.pemerintah ita 7, marilah kita. tinjau
porumusan yong tercantunm di. dalam konstituSL‘R.I.S. 30=-

bagni berikut:
Menurat sistim konsbltasi R.I.5. vang disebut de-

ngan pemerintah {tu dirumskan dengen jenis dan tegas
di daiam pasal 88 R.I.S.:

M+Pringgodigdo, Drs. SH, Op.¢it, hal. 19.
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l. Pre siden dan menteri-menteri bersamo-scema me rupakan
peme rintahan;

2. Dimana-mana di dalom konstitusi ini disebut pomerin

tah, maka yang dimaksud ialah Frcsiden dengan  se-
orang atau beberapa orang menteri, yakni me nurut
tanggung Jawab umum mereka.

bMenurut hemat penulis apa yang dikemukokan di atas,

adalah morupakan "pomorintah.dalam arti sempit", Karena
pejabat-pejabat yang menjalankan fungsi excutief Dberada
di pusat. Sedangkan yang dimaksud pemorintah dalam arti
luas, ialah keseluruhan pejabat yang menjalankan  fungsi
excutief baik yong berada di puset maupun di daerah.
‘ Dari uraian tersebut di atas, dapatlah ditarik ke-
simpulan, bahwa yansg dimmksud pemerintah sekarang ini me-
nurut sistim Undang-undang Dasar 1945 ialoh:
1. Pemrintah pusat yang terdiri dari:

a. Presiden sendiri;

be Presiden bersama menteri-menteri;

¢. Menteri-menteri sendiri.
2. rejabat-pcjabat yang menjalankan fungsi excutief dida-

erah-daerah, ialah:

Yang diserani pelaksanaan sebagion dari tugas pemerin-

tah Republik Indonesia verdasarkan pada Undang - undang

Dasar 1945, ‘ |

Disamping pemc rintah sebagui sasaran kegiatan sub-

versi, maka subversl juga dapat masuk ke dalam bidang
ideologi, Folitik, Ekonomi, sosial budaya dan pertahanan
ko amanan, dari bidong-bidang tersebut di atas yang sangat
be rbonhaya bagi kolangsungan hidup bangsa dan negara dowa-
sa ini adalah bidang ideologie, karena kalau masing - ma-
sing mempertahankan ideologlenya mfongfrong Pancosila,
memutar balikkan, menyelewengkan, maka akan terjadi ber-
_keping~keping dan menlmbulkan kehancurane. Demilcignlah e -~
nurut Abdul Manaf, SH.
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Selanjutuya belian menyatakan, bahwa semua bidang

tersebut berbahaya demi kelangsungan hidup bangsa dan -
negara, maka dari itu beliau menyatakan bahwa berhati-

hatilah terhadap tindekan-tindakan tersebut di atas.

Sedangkan cara penanggulangan terhadap tindak pi-
dana makar adalah:

1. Cara moralistik yaitu dilaksanakan dengan menyebar -
luaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-un-
dangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat
mengekang nafsu untuk berbuat ke johatan;

2. Cara abolistik, yaitu berusaha membrantas,menanggula
ngi ke jahatan dengan membrantas sebab-musabahnya um-
pamanya kita ketahul bahwa faktor tekanan ekonomi
(kemelaratan) merupokan salah satu faktor  penyebabd
ke jahatan maka usaha mencapal kosejahteraan “untuk
mengurangi ke jahatan yang disebabkan oleh faktor eko
nomi merupakan cara abolistik.

Cara demikian ini adalah tugas pokok dari pada
pene gak hukum, sedangkan penegak hukum itu sendiri ter-
diri dari satu kelompok yang terdiri dari para penyidik
para penuntut, para hakim dan pemasyerakatan yang pada
hakekatnya bertujuan yaitu demi kepastian hukum dan de-
mi keadilane. |



